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ABSTRAK 

Sistem pertanahan yang ada di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan 

sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA).    Dalam UUPA terdapat beberapa Peraturan yang baru pertama kali 

diterapkan, seperti Negara memeiliki kewenangan hak menguasai sebagai amanah 

pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.  Kemudian keberadaan 

Petok D yang sebelumnya dianggap sebagai bukti hak atas penguasaan tanah tidak 

terakomodir dalam hak yang diakui dalam UUPA.  Sebagai wujud kepastian dan 

perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, maka Petok D tetap diakui dan 

dijadikan bukti permulaan dalam proses hak konversi dan menjadi bukti permulaan 

juga pada sengketa tanah yang belum bersertifikat.  Meskipun sudah diakui 

keberadaannya, secara praktik pertanahan sering terjadi sengketa yang berasal dari 

Petok D, terutama ketika Negara memiliki hak menguasai tanah sehingga memiliki 

kewenangan dalam menerbitkan izin pemakaian tanah (IPT).  Dalam penerbitan 

tersebut sering kali tanpa melakukan tinjauan secara langsung sehingga tanah yang 

diterbitkan tersebut sebenarnya sudah dikuasai oleh masyarakat berdasarkan 

kepemilikan Petok D.  Salah satu contoh dari konflik IPT dan Petok D adalah Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Sby, dimana pada perkara 

tersebut tergugat melakukan gugatan berdasarkan IPT yang dimilikinya untuk 

membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa orang lain 

merupakan pemilik hak yang atas tanah yang sah atas tanah tersebut.  Majelis hakim 

dalam amar putusannya menolak sepenuhnya gugatan yang disampaikan oleh tergugat, 

hal ini mengakibatkan bahwa dalam penerbitan IPT yang dilakukan oleh pemerintah 

dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi dikarenakan terdapat kelalaian 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Dalam 

konflik semacam ini, kesadaran masyarakat terhadap sistem pertanahan di Indonesia 

masih rendah, peran Notaris sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi terhadap 

masyarakat.  pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris secara tidak langsung 

menjadi mekanisme preventif, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan sedini 

mungkin terhadap sengketa.  

 

Kata Kunci : UUPA, Petok D, IPT, Notaris. 
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ABSTRACT 

The land system in Indonesia has undergone significant changes since the enactment 

of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles (UUPA). In UUPA, several 

regulations were implemented for the first time, such as the State having the authority 

to control rights as mandated by Article 33 of the Constitution of the Republic of 

Indonesia. Furthermore, the existence of Petok D, which was previously considered 

proof of land control rights, was not accommodated in the rights recognized in UUPA. 

As a form of certainty and legal protection provided by the State, Petok D is still 

recognized and used as initial evidence in the process of conversion rights and as initial 

evidence also in disputes over uncertified land. Despite its recognition, in practice land 

disputes often arise originating from Petok D, especially when the State has the right 

to control the land and therefore has the authority to issue land use permits (IPT). These 

issuances often occur without conducting a direct inspection, resulting in the land being 

already under the control of the community based on ownership of Petok D. One 

example of a conflict between the IPT and Petok D is the Surabaya District Court 

Decision Number 102/Pdt.G/2024/PN Sby. In this case, the defendant filed a lawsuit 

based on his IPT to overturn a previous court decision declaring another party to be the 

legitimate land owner. The panel of judges, in their ruling, completely rejected the 

defendant's claim, categorizing the government's issuance of the IPT as 

maladministration due to negligence in providing public services. In such conflicts, 

public awareness of the land system in Indonesia remains low, and the role of notaries 

is crucial in educating the public. The counseling provided by notaries indirectly serves 

as a preventative mechanism, aiming to prevent disputes as early as possible. 

 

Keywords: UUPA, Petok D, IPT, Notary. 
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